
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASl 

ERATURAN 8UPATI BEKAS 

NMOR 32 TAHUN 2018 

TENTANG 

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

32 TAHUN 2018 

134605TU$ 2018 

$£KRE TARIS DAERAH KABUPATEN BEKASN 

• 



Mengigat 

6pa 68ekaot 
PERATURAN BUPATI BEKAST 

NOMOR 32 TAHUN 2018 

TENTANG 

MEKANISME MLTASL PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANS! 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YME 

BUPATI BEKASL, 

a. bahwa dalan rang.a men.at maa.jeer lepegawaian ya.g 
efeiif daneflien $es. kebutuhaserte permeate perye.barn 

Pegawai Negeri Sipil di Lingliungan Pererintah Kabupaten Belcsi, 
perlu adanya ketentuan yang 0engeur perpindaa Peganwdi 
Negent Sip#l antar Instansi le dalam maupun kelgar Pernerintah 
Kabupaten Bek.asi; 

b. bahwa untuk menjamin objeitvi.tars dain brans.para01s pr C S  

mutasi  Peg@rwai Negent Sill tar nstans pada Pereria 
Kabupaten Bek.asi perl diatur mekanisme mutarsi Pega wai  Negel  
Sipill  antar  Instansi pads Pererintah Kabupaten Belcasi; 

c. balwa berdasaurian pertirbangan sebagiaa dialksud 
dala hurut a dan hurut b, perlu membentk Pereturan Bupat 
tentang Melcaisre Mutasi Peg wei Negen Spill antaer Instasi 
Pada Pemerinth Kabupaten Bek.as 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tetag Pembentula 
Daerah-daerah Kabupaten Dalamn Lingiungan Propinsi Jaw Bert 
(Bernita Negara Tahun 1950) 

2 undang-undang Nomer 28 Tatun 1999 tentan any0en,,2a 
Negara yang Bersih, Bebas Krupsi, Klusi den Nepotisme 
(Lembaran Negara Republke [donesi Tahu 1999 Namer 7S 

Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpill 
Negara (Lembaran Negara Republik [dory la Tahun 2014 Noor 

6, abahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5494; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 204 tentang Pemerinthan 
Derah (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2014 Nomor 
244) sebagaumana telah diubah dengan Undang-Undang Norr S 
Tahun 2015 tentang Perubatan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 1%bun 2014 tentang Pererintahan Daerah (Lem.bar 

Negara Republik Indor ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Inion ia Nam& 5679); 



5. Undang-Undang Norn&e 30 Thu 2014 tentang Administraei 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republic Indoes shun 2014 
Noror 292, Tambahan Lembaran Negara Republik [dore a 
Nomor 5601) 

6. Pen","stat toms s tanun 2o09 tentang forest 
Pegawai Negen Sill (Lermbaran Negara Republik Indone sia  

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Namer 4015) $eb8gaimana telah diubah engan 

Peraturan Pemerintah Noor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemenintah Norge g Tahun 2000 tentang 
foeasi Peg.awl Negeri Sipit (Lembare Negara 

Indonesia Tahu 2003 Namer 122, Tan.bahan Lembaran Ne gara  

Republik  Indonesia Nomnr 4332) 

7. Peraturan Pemerintah Nomnor 9 ahun 200.3 tetang Wewenang 
Pengngikatan, Pemindahen, dean Pemberhentian Pegewei Neger 
Sipi (Lernbaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N0mot 
5, Tarbahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah Nomnor 
63 Tahu 2009 tentang Perubahen Ates Peraturan Pererintah 
Noor 9 Tahun 2003 tentang Wewenan Pengangiatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegrwai Negeri Sill (Lembaran 
Negara Tahun 2009 N0mor 164); 

8. peraturan Pererintah Ngmnor 53 Tahu 2010 tentang Peraturan 
Disipl Pegarwal Neger Spit (Lebarran Negara pub 
Indonesia Tahun 2010 Nmner 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nome 5135) 

9. Peraturan Pemenintah Noror 46 Tahu 2011 tentang Pen#laian 
restasi Kera Pega eai  Negeni  Sill  (Lembare  Negara  Republk  
Indonesia Tahu 2011 Nomor 121, Tabaha Lemnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258), 

0. peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahu 201' tentang Manajemen 
Pegawait Negeri Sup# ( Lembaran Negara Republk I 
Tahu 2017 Nam&r 63, amnbahen Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 6037) 

1t. Keputusan egala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketentua Pelaksanag Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 200.3 tentang Wewe0ang Pengangit, 
Pemindaha, dan Pemberhentian Pegwei iegeri Sipi; 

12 eeaturan Daerah Kabupaten Belasi Nomor 6 Tahu 2016 tentag 
pebentuian dan Susunae Perangkt Daerah Kaup&ten 
eels(Lembran Daerah Kabupaten Beici Thu l6 IN 
6) 

MEMUTUSKAN ; 

MEKANISME MUTAS! PEGAWAI NEGER! SIPIL ANTAR INSTANS! PA.DA 

pEMERINTAH KABUPATEN BEKASL 



Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengar 

Gubernur a0daah Gubernur Jarwa Bart 

2 Daerah adalah Kabupaten Belka6 

3. emerintah Daerah a0aah Pemeint.ah Kabupaten Bek.as 
4. Bupati adalah Bupat Beal 

$. Bain Kepegawala, Pendidian da Pelatiha Daerah yang selajutnya disingikt Bk9pp 

adalah Badan Kepegawala, Pendl.can dan Pelatiha Kabupaten Belg 

6. Kepala Baan Kepegawaian, Pendidiloan dan Pelatihan Daerah yang gelanjutnyadise.but 
Kepala 8PD Allah Keala Badan Kepegawaian, Penciilea da Pelatiha Kabuparte 
Belasi 

7, Perangkat Daerah dalah Perangiat Derah d Lingiungan Pemerintah Kabupeten 
Belksi. 

8. Kepala Perangiat Daerah adalah Kepala Perangkat Deerah i Linglungen Pererintah 
abupaten Bek$i 

9. Instansi adaiah ins.tans pus8t 0an ins.ta0Si aerah. 
10. Instansi Pusat ad.ala kementerian, lembag.a pemerintah nonementerian, 

kesekretariatan lembaga Degara, dan keselretariatan ebaa nonstructural 
I. Instansi Daerah lain aalah perengiat daerah provinsi dan perangiat daer 

kabupaten/'iota lain 

2. Pegawai Negeri Sipit yang selanjutnya disinglet pNS adalah Warga Negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangiat sebagal pegawal Aparatur Sill Negara secara 
tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan 

13. Mutasi adalah pemindahan pegawai dart satu jabatan le pabatan lain 
4. Mutsi masuk adalah perpindaha PNS ant stansi Pusat atau Instasi Deaerah lain le 

Pererintah Kabupaten Belcasi 

5. Mutasi keluar adalah perpindahan pNS dart Pemerintah Kabupaten Belci 
Instansi usat at Instasi Daer ah lain 

16. pemohon adalah NS yang mengajuian permohonan mutes 

17 Seleks aalah proses peilaian dan peyanioga dai para pemohon untuk 
mendapatka NS angompeten untuk engisi formasi abet.an ya0glow0ng 

1g Tim Seleiksi adalah tim yang itunjuk oleh Kepala B6PD untuk melalksanal seleis 

terhadap pemohon mutasi masuk ke emenintah Kabu.paten Bek$i 

19. Farmasi pNs yang selajutnya disebut dengan formnast adalah jumlah dan susunan 
Jabatan pNs yang dipertukan dalam suatu stuan organisasi negara untuk manpu 
melaksanaian tugas poiKok dalam ganglia waktu tertentu 

(1) Peraturan Bupati ini disusun dengan malsud sebagal pedoman dalam penyelenggara 
proses mutest NS antar instansi pada Pererintah abuaten Bela; 

(2) Peraturan Bupat ini disusun dengan tu$ua 



• untuk men gamin pelalsanaa tarsi NS dilaku.an sera 0objeitif dan transparan; 
b untukx menjamin kesin.ambungan kinerja organisasi perangiat dau rah mo lalui  

mutas, da 

c. untuk memperOleh 9NS de0ga komnpetens ersuai kebututa Penrith 

ab0paten Be.aSl 

(1) Penwelengaraan mutag NS berdasarkan as.as 

a. profesonal; 

b. objektit dan trans.pran; 

C proser al; 

• muah daises, an 

e. ta0pa bi8y8 
(2) Asa6 protesional sebagaimane dirnaksud pada ayat () hurut a yaitu mus NS 

dlaikukan ta0pa intervensl ani pihak man&pun a aya.ni 0leh petu9aS ya0g 
kompeten; 

(3) Asas objektif dan transparan sebagai imaksud pada ayat (1) hurutb yaitu mutt Pes 
dilaksaalkan berdasari.an pertimbagan yang jelas, terulur, dan dapat dipantu 

prose$ny8 

(4) Asas proselural sebagaimana iraksud pada ayat () hurut c yaitu mutasi PNS 
dilaisanaka sesuai tahapan yang telah ditetapian; 

(5) Asas mudah dialkses sebagairana dimalsud pada ayat () hurut d yaitu p  mutas 
pNs  dapat  daises 0en9an mutah melalul saluran informasi yang disedan% 

(6) Aas tanpa biaya sebagaimana dimaisud pada ayat (I) hurut e yeittu dalam proses 
mutsi PNS tidak dipungut biya apapun 

Perohonan mutes asukK dapat 0l.auk.an 0eh per0hon au ai Peyaba Pembina 

Kepegawaian as.al pemnohon 

Pasal 6 

Permohonan Mutasi keluar dapat dilakula oleh pemohon atau dart Kepala Perangiat Daerah 
yang bersangikutan 



BAB V 
PERSYARATAN DAN PROSE-DUR 

Bagi.an esatu 
Persyarat.a 

(1) Persyaratan mutest masulk yaitu 
a. Berstatus sebagai NS akif; 
b. Ba NS yang mendudul jabatan pelalksan8a, pen9wars, dain administrator 

memiliki pangiat dan golongan ruang paling tingg Penta, II/c engan mease 
erja golongan paling lama 2 (dua) tahun pade saat pengajua surat permohonan 
ecuall tenaga fungsional yang sangat dibutuhlcan oleh Pererintah Daerah dengan 
pangkat dan golongan ruang paling tinggi Pembina, V/a, pendid.loan palling ting 
s2, 

c Merilii kompetens yang drbutu.an; 
d. Berusia paling tinggi5(lima) tahun sebelurmn mencapai batas usia pensiun terhitung 

pada saat pen9a)an Surat perm0h0O, 
e. Nila setiap unSur pen»lain pres.tarsi kerj pegawail minima bail alam 2 

(ua) tahun terakhir; 
f. Belum perah dan tidaik sedang menjalari hulkurnan disiplin tingiaat rigad, sedang, 

at.a berat darn Diak $eta0g al.am7 proses pemeriksaan ire0a u9a.a 
pelanggeran disiplin da atau pidana; 

g. Tidalk perah tersangkut hukurm, 

h, Tilake sedang men jalari mas.a tugas belajar tu bidak sedang menja lani  
mars.a ikrtan din.as untuk mengabi di ins.tansiasal; 

l. Bersedia die0pat.an is&luruh wilaryah Kabu.paten Bek.al, 
f Bersedia mengabdi abupaten Belksi paling set (Lira) tahun, kecuall 

mengikuti suami paling seat 2 (dua) tahun; 
k. Bersedi tidak akan mengaukan cuti di luar  tanggungan  Negara  paling  

sedikit  4  (empat) tahun setelah itemgati i Kabupaten Belkasi; 

l, Tidak menuntut diangiat menjadi pe ja.bat strukctural; 
m. Tilake memill pinjaman uang di bank tau pi/hail lain; 
n. Sehat jasmans, rohani, dan bebas nariot, psi.kotopila den zat aikif lain/ya 

2) Persyaratan sebegaimana diaksud pada ayat (I) dibulctkn dengan 
a. Fotokopi surat keputusan penganglkatan Caln NS yang dilegalisasi; 

e roe son eeutsn peooao"moo create 
c. Fotokopi surat eputusan pangiat terakhir yang legalises, 

d. Fotokopi ijasah, transirip nilai, dean iin belajer atau tugas Dela,jar bagi yang 
memperoleh ijaah selama menja NS yang dilegalisasi; 

e, Fotokopi surat keputusan jabatan terakchir yang dlegalls i, 

f. Defter rwayat hidup 
g. Ftokopi Sasaran Kerja Pegawal dan Penilaia Presta Ker 9NS 2 (du) thu 

teraktir yang dilegalisasi; 
h, Fotokopi kartu pegawal yang dilegalises; 
l. Fotokopi Surat nikah at.au ata ceral yang ilegalisasi; 
j Fotokopi surat keputusan korverst nomer induk pegawl yang dilegal 
k. Surat keterangan dart pejabat berwenag belugm pernah dan tidal gedang 

mentalani hukuman disipl/ pidana tan tidak sedang menjalari permerilks 
arena dugaan pelanggaran disipli/ pidaa serta merill lerj yang belle; 



• Surat perryataan bersedia ditemoatin di seluruh wlayah Kabupae Bell yang 
bermaterai Cuup; 

m. Surat perryataan bersedia mengabdi di Kabugaten Belcsi paling sedikit gelama S 

(Lira) tabun sejail 0item0at.a1 Daerah, kecuall arena mengiuti suamni 

paling set2 (dua) tatun yang berm.arterai culop; 

n. Surat perryataan tidaik akan mnergaukan cuti igar taggungan Negara palling 
seikit selama 4 (empat) tahun getelah ditempatkan i Daereh yang bermatera 
cukup; 

0. Surat pernyataan bdak menuntut untukc diangiat dalarm jabatan strultural 
bagi perohon yang telah menduu Jabatan struitural i istans  as.a  yang  
bermatera Cup 

p. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidal sedang menjalani 
tugas bear jar den idak sedang menjalani mars.a kata dinars untu men9ab 
ins.tans as0l, 

q. Surat «eterangan dar' pebat ya0g Dewenan'g balk me0puny pin9a0a 
uagbank eta pihak lain; 

r Surat eterangan sehat pas0al a.i doter perentah; 

s. Surat keterangan sehat rohari dart dokter spesi li keiwaan rumah sail.it 

pemerintah; 

t Surat keterangan bebas narkotika, psiktropika darn zat akif lainnya dart 
doikter pemerintahdan 

u. Berkas lain yang butuhk.an dan diint oleh tin selelksi 

(1) Persyaratan mutasi keluar yaitu 
%, Tidk terikat kewjiban mengabi di Kabupaten Bek.as untuk jangka walktu 

terten; 

b. Mendapat persetujuan Kepala Perangiat Daerah; 
Tidak sedang melaksanalan tugas bel@yr; dan 

d. Titak se0dang dalam proses pemerikSa.an kare08 pela9garan hulum 
disipli/ pen1Jara 

(2) Bag PNS yang terk.at kewajban mengabdi 8 tahun sejak diangiat sebagar Caion PS 
a telah melewat batas ikatan kewa.iban mengabdi dapat irekomenda silk.an apebia 
%. Memenuhi ketentuan ayat (1); 
4 Al3an yang diajukan karena mengiiuti suami; dan 

¢. Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti formasi jabatan daiKepala Perangiat 
Daerah 

(3) Pecwrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) but'ian en9n 
a. Surat rekomendasi dan Kepala Perangit Daerah; 

b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calo NS yang dilegal 
c. Fotokopi surat kegutusan pengangiketan NS yang dilegalisasi; 
d. Fotokopi surat keputusan pangiat terakhir yang dilegalises; 
e. Fotoikopi ijaah terakhr yang dilegalisasi; 
f Fotoiop surat keputs.an jab8tan teralhir yang legals.as; 

g. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dean Penitaia Pres.ts Kerj PNS 2(du) talun 
terakhir yang dilegalisas, 

h. Fotokcop irtu pegarwai yang dlegal 

l. Belum pernah dan tidak sedang men jalari huluman disiplin tgkat ingan, sedang, 
at.a berat dan ta. sea daa pr0eS perherilk sank.are0a du.aa 
pelanggaran dislpln darn/at&u pi(anae; 

' 
' 



j. idak sedan1g 0ejalani mars tugas belarja at Ddak sea0g 0enlani mas 
atan1 di0as untuk mengabi i inst.a0s ars.a, an 

k. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh 8PD a& Perangkat Daerah yang 
menangani Mana je0en epeg8wain 

Pr edur 

(I) rosedur permohonan Mutest masulk antar Instansi se0again.aa asud pad pa$al S 
a0a.ah se0a9gal berikut 

a. Pemobon engaukan permohonan pinah a0tar ins.tan epa1a Pe'jabat Pembina 
Kepeganwaian ya0g ita0data0ai oleh pimpinan unit era as.al minimal pejbat 
eselo II cengan m elar npirkan  persyaratan sebagaimane inalcsu dalam peal 9 
yat(1)dan(2) Peraturan Bupeti ini; 

b. Peyabat Pembina Kepeg2wala dapat memi0a saran/ per0i0bag da Kep8a 
Baden Kepegawaian, Pendidikan tan Pelatiha Daerah; 

c. Saran/pertimbagar Kepala 8adan Kepegarwaian, Penilcn dan Pelaihan Deaerah 

di bust 0ala0n bentuk Nota Dinars 

d. Bagi pNS yang telah inyataian memenuhi kriteria dan lolos selels.i administrasi 

we meooit seleis omoetens """""ta esehetan pede ureh Seit 
yang dirtunjuk oleh Sadan Kepegawaian Daerah, 

e. Seleksi iompetens dan pereriksaan kesehatan diselenggaraian minimal 2(dua) 
kal dala0n set.abun Sesua kebutuha; 

f, Seleksi kompetensi dilaisanaikan oleh Batan Kepegawaian, Pendiiln da Pel.than 
Daerah atau lembaga lain yang iunjuk sesua etentuan peraturan peruag 
undagan yang bertaku; 

g. Biaya Seleksi Kompetensit diaggark.an peda A9RD Kabu&ten Belsi; 

h. Penerksaan Kesehatan sebagaiman imaisud pada huruf d,  dilaisaala  oleh  
Rumah  Saldt  Umumn  Daerah  Kabupaten  Belkasi  denga  biya  dibebalk  kepad  
Pegawat Negeni Sipill yang bersangiutan; 
NS yang tidaik lolos selelsi kmgetensi an pereriksaan kesehatan sebagairana 
ma.sud pala burufb, permohonannya dito lak  an embalikcan iepaa inst 
as.al, 

f Surat penolalah sebagimana dimaksud point (i) dilalul oleh Keala 3&9pp, 

Pasal 10 

rosedur perohonan mutarsi el.ear at.ar Inst.ans sebagaa01a a.k$0d p8 0.a 6  
adalah  sebagal  berilut: 

permohon menyamp.ark.an surat per7oh0an mutasl keluar kepad Kepela Per8git 
Deerah; 

b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melalkan kajar a 
menyapaikan hasilrye kepada Bupati melalui Kepala 880PD; 

c. 8K9PD berdasarken pertimbangan Kepela Perangiat Deerh melailuk kjia aspeel 
formast dan administrasi kerudian menyarpaikan hasit0ya kepada Bupat Belcsi 



BAB VI 

SELEKSI MUTASI MASUK 
Bagan esatu 
Mater Selels 

(I) Materi seleksi disusun berdsaran kebutuhen Kompetensi Perangkat Dee-rah 

() erwusunan marten seleksi dais.an&kan oleh Tim Selesi 
(3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepal 3K9pp 

Bagian Kedu.a 

Jenis Seleis 

enies Seleisi mutarsi masuk melipu 
a Tes koopetense, 

b Peo laian  kesehatan 

Pasal 13 

(1) Tes kompetensi sebagaimana dimakesud dalam Pasal 12 huruf a meliputt 
• es iompetensi Dasar; 

b. Tes kompetens ompetensi Bidang; d.an 
(2) Tes kompetensi dasar dan bidang jabatan sebagaimana dimnalsud pad ayat ( 

dapat la.kuk.an Seara tertuhis ata melalul koput.er 
(3) Tes Korpetensi dasa la.ksanak.an nu mengetahulk.enampua ars.a Pegaw 

Negeni  Sipil  
(4 Tes kompetensit bidang jbata dapat ilksanalcan untuk mengethu 

kemampuan bidani jabatan 

(I) Batas nidai tes kompetensi dasar dan bidang sebagaimana dinalsud daln Pesal 13 
ayat () ya#tu 

a. 90-100= balk sekalli; 
b. 75-89,9= bake; 
¢. 60-74,9 cukup, 

d, 45=59,9=kurang; dan 

e. 0 - 44 , 9 gngat  kurang  

(2) egerte iyataloan memenuti kgmpetensi dasar tan bidang apabila mencapai ell¥ 
paling rentah 70 (tuuh puluh) 



Wawancara dila.ksa0a.an uouk meal.a0i Kea0puan urn, ear.pa bang 

e0ampua berfir konseptual, motivasi, an kepribadian p@mnohon yang dill.an /elel 

tatap mukca 

Penitaian .eseat.a1 ilaks.an1a.k.a1 $eCara aminis0a.if beraSak.a Surat «et.era0g 
sehat dai okter yang berwenang terdin atas 

a. Surat ietera09a sea as080, 

b. Surat keterangan sehat ow.a, 0an 
Surat keterangen bebas nark0bk, psiotropikca, an zat aktf lainrya 

(I) enilaian mutas masulk dila.lukcn en9an me0perm0bank.a. 
a. apan formast, 
b. Selest a0d7instr8S, 
c. Hasi tes iompetens, 

d Wawe0car8, 0on 

e. Kesehatan 

(2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagimana dimalsud pada ayat(I) yveitu: 

a Dapat dipertimbangica, 

• Belum dapat dipertirbangian, atau 
c idak dapat dipertimbangkan 

BA8 VII 

SELEKS! MUTASI KELUAR 

Kaja mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalamn Pase 18 hurt alula denga 
mengka $u0Sta7s sesual per9yar a.a an1 enelit\ ielengip87 beris 



(I) Per ila an  auk.a0e0a merhper0m0a.09.a1 0asl.2an f0rm.a a0 3007ii$00$%. 

(2) all peril.ala sebagaimana dimalsud pad ayat(1) veitu 

a. Dapat dipertimbangian; a.tau 
b, Tideik dapat dipertimnbangkan. 

(3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutian proses/tahapan berilutya a0a0i.a 
men0dapa0an1 p0ilia0 dapa diperti0a09i.a0 

BAB VIII 

PERSETUUAN PINDAH 

Pasal 21 

pergetan Pid.ah Masulk dan Keluar ditandatangauni oleh 

a. Bupat untuk persetutan pindah bagi pemnohon dengan Golongan Ruang IV. 

b Seiretaris Daerah untuk Persetuju.an pdaeh bag Pemohon engan pangiat da 
Golongan Ruan IL 

c. epala Baa Kepe9aw@a, Pendidikan den Pelathar Daer ah utu peseta pin'ah' 
bag Pemohon dengan Golongan RuangIdan II 

(I) Rekomendasi persetujua pemohoa muts berial selama 6 (enamn) bula $ej 
tanggal diterbitkan 

(2) Masa berlakt rekomendasi persetutuan permohonan mutes dapat dibericn 
perpanjangan untuk jagka walktu 6 (enam) bulan berilutnya 

(3) Perpanjagain rekomendarsi sebagairana imnalsud dalarm ayat (2) dapat diberii 

dengan ketentuan 
Mash terseda formasi low0ng; dan 

b. Diajukan sebelumn mas.a belakuya reioeoars berakhir 

8AB DX 

PEGAWAI YANG DIPEKERAKAN 

pNs yang mengajuikan permohonan pindah mnenjadi Pegawei yang dipekerja.in 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selain melengapi persyarat.an sebagairaa 
dimaksud dalamn Pasal7 dan Pesal 8, harts melengkapi persvaratan sebagai berilut; 

a. Surat pere tun peer ..a0 an per1ya0a.a ber sea me0bay. gaj serta hail-hak 
kepeg@rwaian lainnya ai ejabat Pembina epegawal.an aerah ars.al at pe'jabat lain 

yang ditturjuke; dan 

b. Surat perryataan tidak menuntut hake dan tunjangan apapun dart Pemerintah 
Kabupaten Belcasl; 



BAB X 

KETENTUAN PENTU 

Peraturan Bupat ini mule bertaku pada tanggal diundang.an 

Agar setap orang mnengetahuinya, memeritahlan pengundangan Peraturan Bupati ind 
de09an penemnpatan0ya al.a Berita Daerah Kabup&ten Bek.asl 

Ditetapican di Ckrang Pusat 
pada tang,al 13 Agustus 2018 

BUPATT BEKASL, 

HJ. NENENG HASANAH YASIN 

Diundangian di Ciarag Pusat 
Pada tanggal1 Agustus 2018 

H. uu 
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